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ABSTRAK

Seiring dengan berkembangnya zaman, perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi di dunia yang semakin pesat dan berkembang cepat, tak terkecuali di
wilayah Indonesia. Perkembangan ini ditandai dengan adanya kegiatan memperoleh
dan menyebarkan informasi bergerak lebih bebas dan cepat. Pergerakan bebas
kegiatan yang dimaksud tidak lepas pula dari semakin berkembangnya teknologi dan
komunikasi khususnya jaringan telekomunikasi. Kegiatan telekomunikasi diatur
dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.  Untuk
menjalankan kegiatan telekomunikasi, tentu harus didukung dengan adanya
penyelenggara jasa telekomunikasi. Dalam menjalankan kegiatannya, di dalam
telekomunikasi dikenal adanya fasilitas Call Data Record. Di dalam UU
Telekomunikasi, khususnya dalam pasal 42, dikatakan bahwa Call Data Record
hanya dapat diberikan kepada pihak berwajib untuk proses peradilan pidana. Namun
dalam prakteknya, penyelenggara jasa telekomunikasi ada yang membocorkan Call
Data Record kepada pihak yang tidak berwenang dan tidak bertanggungjawab,
tanpa sepengetahuan pelanggan jasa teleomunikasi. Padahal Call Data Record
termasuk kedalam privasi seseorang. Hak privasi merupakan hak asasi yang dimiliki
oleh manusia. Setiap manusia berhak untuk menggunakan privasinya, termasuk di
dalamnya berhak untuk menentukan apakah data personalnya dapat atau tidak untuk
dikomunikasikan kepada orang lain.
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BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berkembangnya zaman, perkembangan teknologi informasi

dan komunikasi di dunia yang semakin pesat dan berkembang cepat, tak

terkecuali di wilayah Indonesia. Peningkatan aktivitas sosial dan ekonomi dengan

konstelasi masyarakat dunia telah memasuki suatu masyarakat yang berorientasi

kepada informasi1.

Di Indonesia, perkembangan teknologi dan komunikasi memasuki babak

baru terutama dipicu dengan bergulirnya reformasi sejak tahun 1998, yang secara

tidak langsung mendorong kegiatan memperoleh dan menyebarkan informasi

bergerak lebih bebas dan cepat, yang pada kurun waktu sebelumnya menjadi

sesuatu yang tidak mudah dan bebas. Pergerakan bebas kegiatan yang dimaksud

tidak lepas pula dari semakin berkembangnya teknologi dan komunikasi

khususnya jaringan telekomunikasi.

Bidang Telekomunikasi di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang

No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (selanjutnya disebut UU

Telekomunikasi). Undang-undang tersebut memuat definisi telekomunikasi dalam

Pasal 1 angka (1) yang berbunyi :

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan
dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara,
dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik
lainnya.

1 Danrivanto Budhijanto, Hukum Telekomunikasi,Penyiaran&Teknologi Informasi
Regulasi&Konvergensi, Bandung:PT. Refika Aditama, 2010, hlm.1
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Pasal tersebut, mengatur berbagai bentuk dan proses telekomunikasi termasuk

pengaturan untuk alat komunikasi yang dikenal dengan telepon seluler2 atau

telepon genggam (handphone (HP) atau mobile phone). Dari sudut perkembangan

teknologi, hadirnya telepon seluler merupakan perkembangan nyata dibidang

telekomunikasi. Telepon selular pada dasarnya merupakan media komunikasi

yang sama dengan telepon biasa (fix telepon) yang merupakan pesawat dengan

listrik dan kawat, untuk bercakap-cakap antara dua orang yang berjauhan

tempatnya3. Namun perbedaan, termasuk yang menjadi keunggulan dari telepon

seluler adalah pengguna dapat menggunakan media tersebut dengan lebih bebas

karena adanya unsur tanpa kabel (wireless). Di Indonesia, telepon seluler sudah

menjadi kebutuhan penting dari setiap individu.

Penggunaan atau operasionalisasi telepon seluler, harus didukung oleh

layanan penyedia jasa telekomunikasi. Jasa telekomunikasi adalah layanan

telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan

menggunakan jaringan telekomunikasi4. Penyedia jasa telekomunikasi adalah

pihak penyedia jaringan telekomunikasi yaitu rangkaian perangkat telekomunikasi

dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi. Sebagai pihak

yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, dalam melakukan kegiatannya,

harus memiliki integritas dan kemampuan demi memberikan kepuasan kepada

pengguna jasa dalam hal ini pelanggan jasa telekomunikasi.

Berdasarkan UU Telekomunikasi, pemerintah memberi kesempatan dan

ruang seluas-luasnya bagi penyelenggara jasa telekomunikasi baik perseorangan,

2 Telepon seluler menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah telepon mandiri yang
menggunakan baterai, tanpa kabel, dan menerima suara melalui sinyal.
3 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat,
Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008,hlm.1425.
4 Pasal 1 angka (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi
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koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha

swasta, instansi pemerintah, maupun instansi pengamanan negara untuk membuka

usaha pelayanan jasa telekomunikasi selama usaha pelayanan jasa telekomunikasi

tersebut tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan

mampu melaksanakan seluruh kewajibannya. Kegiatan menyelenggarakan jasa

telekomunikasi menjadi salah satu perhatian penting dari UU Telekomunikasi,

mengingat dalam menjalankan kegiatan, akan timbul suatu hubungan hukum

antara penyelenggara jasa telekomunikasi dengan pengguna jasa telekomunikasi

tersebut. Berdasarkan hubungan hukum tersebut, timbul hak dan kewajiban yang

harus dipikul oleh kedua pihak yaitu penyelenggara jasa telekomunikasi dan

pengguna jasa telekomunikasi.

Penyelenggara jasa telekomunikasi memiliki kewajiban yang harus

dipenuhi Kewajiban pertama yaitu wajib menyediakan fasilitas telekomunikasi

untuk menjamin kualitas pelayanan jasa telekomunikasi yang baik. Kedua,

kewajiban memberikan pelayanan yang sama kepada pengguna jasa

telekomunikasi5. Selain itu kewajiban yang penting yang harus dipenuhi oleh

penyelenggara jasa telekomunikasi adalah kewajiban untuk merahasiakan

informasi. Hal ini didukung oleh bunyi Pasal 42 ayat (1) UU Telekomunikasi

yang menyatakan :

Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim
dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan
telekomunikasi dan atau jasa  telekomunikasi yang diselenggarakannya

Pengguna jasa telekomunikasi adalah pelanggan dan pemakai jasa

telekomunikasi. Adapun yang dimaksud dengan pelanggan adalah perseorangan,

badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi

dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak6. Dalam hubungan ini, pemakai

adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan

5 Pasal 15 angka (1) dan (2) ) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000
tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
6 Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
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jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang tidak berdasarkan

kontrak7.

Pengguna jasa telekomunikasi mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh

penyelenggara jasa telekomunikasi yang diantaranya hak yang sama untuk

menggunakan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi, memperoleh

pelayanan yang sebaik-baiknya dari penyelenggara jasa telekomunikasi,

terjaminnya kebebasan bagi penggunanya untuk memilih jaringan telekomunikasi

lain demi pemenuhan kebutuhan telekomunikasi, dan terjaminnya kerahasiaan

informasi pribadi dari pengguna jasa telekomunikasi.

Pemenuhan hak untuk pengguna dipenuhi oleh pihak penyelenggara jasa

telekomunikasi, salah satunya dengan penyediaan fasilitas Call Data Record.

Call Data Record merupakan rekaman yang berisi data panggilan keluar dan

masuk (outgoing atau incoming) trafik telekomunikasi antar penyelenggara

jaringan dan atau jasa telekomunikasi melalui interkoneksi8. Tujuan penyediaan

fasilititas tersebut adalah untuk memberikan rekaman kepada pengguna jasa

telekomunikasi dalam rangka pembuktian kebenaran pemakaian fasilitas

telekomunikasi dan pemberian rekaman untuk keperluan proses peradilan pidana9.

Namun, penyediaan fasilitas ini dapat menimbulkan persoalan mengenai

kerahasiaan data yang dimiliki oleh pengguna.

Berdasarkan ketentuan UU Telekomunikasi, Call Data Record pengguna

jasa telekomunikasi hanya dapat dibocorkan oleh penyelenggara jasa

telekomunikasi apabila untuk keperluan peradilan pidana. Selain itu, Call Data

Record tidak boleh diberikan dan/atau dibocorkan ke pihak manapun. Hal ini

sesuai dengan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi yang menyatakan:

Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa
telekomunikasi dapat    merekam informasi yang dikirim dan atau

7 Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
8 Pasal 1 angka (6) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 84 Tahun 2002
9 http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51fb52679463c/aturan-permintaan-rekaman-
dari-operator-telekomunikasi diakses tanggal 25 September 2016 pukul 19:21
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diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat
memberikan informasi yang diperlukan atas:

a. permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian
Repubik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;

b. permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan
Undang-Undang yang berlaku.

Jaminan kerahasiaan data yang dimaksud harus dipenuhi oleh penyedia

jasa telekomunikasi sebagaimana pasal 42 ayat (1) UU Telekomunikasi.

Mengingat data yang harus dirahasiakan tersebut menyangkut data pribadi dari

seseorang yang harus dilindungi, karena termasuk sebagai hak privasi.

Dalam hubungan ini, privasi dipahami pula sebagai suatu keadaan untuk

bebas dari perhatian publik yang dapat mempengaruhi atau mengganggu tindakan

seseorang atau keputusan yang diambilnya10. Privasi termasuk salah satu hak asasi

manusia. Westin (1967) secara sederhana mendefinisikan hak atas privasi sebagai

klaim dari individu, kelompok, atau lembaga untuk menentukan sendiri kapan,

bagaimana, dan sampai sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan

kepada orang lain11.

Hak privasi dalam bidang telekomunikasi salah satunya berupa hak

individu untuk menentukan apakah data pribadi akan dikomunikasikan atau tidak

kepada pihak lain. Informasi mengenai seseorang yang dikumpulkan dan

digunakan oleh orang lain harus tetap menghormati hak atas privasi orang yang

bersangkutan12 .

10 Lihat Black’s Law Dictionary, Eight Edition, West Publishing, Co, St. Paul,1999,hlm.1233, dimuat
pengertian bahwa “privacy is the condition or state of being free from public attention to
intrusion or interference with one’s acts or decisions”.
11 http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2015/11/paper-3-final-Menyeimbangkan-Hak.pdf
diakses tanggal 14 Juli 2016 pukul 18:02
12 Edmon Makarim,Pengantar Hukum Telematika-Suatu Kompilasi Kajian, Jakarta:PT Raja
Grafindo Persada,2005, hlm.160.
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Dengan adanya perlindungan atas data pribadi akan menciptakan

kenyamanan dan keamanan bertransaksi yang merupakan perwujudan dari hak

atas privasi seseorang. Perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau hak-hak privat

akan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan; meningkatkan hubungan antara

individu dan masyarakatnya; meningkatkan kemandirian atau otonomi untuk

melakukan kontrol dan mendapatkan kepantasan; meningkatkan toleransi dan

menjauhkan dari perlakuan diskriminasi serta membatasi kekuasaan pemerintah13.

Hak privasi ini telah dijamin baik di dalam hukum nasional maupun

internasional. Pasal 28G (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa

setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat dan harta

benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan

dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan

hak asasi manusia. Sedangkan instrumen internasional yang menjamin hak privasi

adalah  Pasal 12 dari Universal Declaration of Human Rights tahun 1948 yang

menyatakan:

No one should be subjected to arbitrary interference with his privacy,
family, home or correspondence nor to attack on his honor and
reputation

Dengan melihat penjelasan di atas, maka penyelenggara jasa

telekomunikasi harus menjunjung tinggi perlindungan atas data pribadi

sebagaimana hak privasi dalam HAM, salah satunya dengan melindungi

kerahasiaan Call Data Record para pengguna jasa telekomunikasi. Pelanggaran

atas kerahasiaan Call Data Record termasuk dalam pelanggaran privasi seseorang.

Namun di dalam prakteknya, terdapat kasus yang menunjukkan bahwa

penyelenggara jasa telekomunikasi belum mampu untuk merahasiakan Call Data

Record pengguna jasa telekomunikasi. Kasus tersebut adalah terkait dengan

peristiwa bocornya percakapan pribadi 1,8 juta pelanggan PT Telkomsel ke pihak

13 Supra note  1, hlm.4
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Australian Signals Directorate. Selain itu juga terdapat peristiwa yang terjadi

pada PT. XL Axiata Tbk., yang diduga dapat dengan mudah memberikan

informasi dalam Call Data Record ke pihak lain tanpa persetujuan pengguna jasa

telekomunikasi yang bersangkutan.

Hal yang telah dipaparkan di atas tentu membuat para pengguna jasa

telekomunikasi dirugikan, terutama hal-hal yang bersifat privasi. Penyalahgunaan

informasi-informasi yang dikumpulkan dari anggota-anggota suatu

organisasi/lembaga atau atas pelanggaran-pelanggaran dari suatu perusahaan

termasuk dalam pelanggaran hak privasi seseorang14. Sebagaimana kasus-kasus

yang telah dipaparkan diatas, dapat diduga bahwa penyelenggara jasa

telekomunikasi di Indonesia saat ini kurang memperhatikan adanya perlindungan

data pribadi yang termasuk hak privasi dari para pengguna jasa telekomunikasi.

Saat ini, para pengguna jasa telekomunikasi sering kali menjadi pihak yang

dirugikan karena tidak mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka persoalan

pokok akan diteliti adalah bagaimana kebijakan perusahaan penyelenggara jasa

komunikasi dalam menerapkan aturan-aturan yang berlaku terutama melalui

kebijakan dalam rangka menghormati dan melindungi hak privasi masyarakat

yang menggunakan jasa telekomunikasi tersebut? Atas dasar itu perlu dilakukan

penelitian yang hasilnya dituangkan dalam skripsi dengan judul :

“KEBIJAKAN PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI DALAM

MENERAPKAN ATURAN KERAHASIAAN CALL DATA RECORD

DIKAITKAN DENGAN HAK PRIVASI SEBAGAI HAK ASASI

MANUSIA”

14 Thomas J.Imedinghaff,ed., Online Law – The SPA’s Legal guide to oing Business on the Internet,
Canada: Addison-Wesley Developers Press, 1996, hlm. 273
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I.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah seperti dipaparkan diatas uraian

selanjutnya akan difokuskan pada penelitian terhadap PT Telkomsel dalam

penyelenggaraan Call Data Record. Masalah yang diidentifikasi adalah sebagai

berikut :

1. Sejauh mana perusahaan jasa telekomunikasi sebagai operator

telekomunikasi berkewajiban melindungi Call Data Record berdasarkan

aturan yang berlaku?

2. Bagaimana implikasi peraturan tentang kerahasiaan Call Data Record dari

perusahaan jasa telekomunikasi di Indonesia terhadap hak privasi

pelanggan sebagai hak asasi manusia?

I.3. Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui apakah aturan tentang kerahasiaan Call Data Record yang

diatur di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang

Telekomunikasi sudah diterapkan dan apakah sudah dijadikan sebagai

kebijakan dari perusahaan penyelenggara jasa telekomunikasi tersebut.

2. Mengetahui lebih jauh, apakah kebijakan dan penerapan aturan tentang

Call Data Record sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang

Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi; serta apakah kebijakan

tersebut sudah memadai dalam melindungi hak asasi manusia, khususnya

hak atas privasi para pengguna jasa telekomunikasi.

I.4. Metode Penelitian

Dalam penulisan hukum ini, akan digunakan Metode Penelitian Yuridis

Normatif dengan jenis penelitian Studi Kepustakaan. Metode Penelitian Yuridis
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Normatif atau sering disebut sebagai Metode Penelitian Yuridis Dogmatis adalah

metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data

sekunder belaka15. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan

data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder16.Di

dalam bab 2 dan bab 3 skripsi ini, akan dilakukan penelusuran teori dan asas serta

peraturan perundang-undangan, maka metode yuridis normatif sangat diperlukan

dengan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara menelaah

semua perundang-undangan, baik itu legislasi maupun regulasi yang memiliki

keterkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, dengan pendekatan

konsep yang dilakukan apabila dalam peraturan perundang-undangan hanya

memberikan makna yang bersifat umum, sehingga perlu untuk membangun

konsep yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian. Pendekatan konseptual

dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan

dalam konsep-konsep doktrin hukum. Selanjutnya, untuk menunjang bahan

penelitian, akan dilakukan juga beberapa wawancara ke pihak yang terkait

khususnya pihak PT. Telekomunikasi Selular.

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penulisan hukum ini adalah

studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara menelusuri dan

menganalisis bahan pustaka, yaitu dengan cara menelusuri dan menganalisis

bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, seperti buku yang

berkaitan dengan hal-hal yang sedang diteliti, serta ditambah dengan ketentuan-

ketentuan terkait permasalahan yang akan diteliti. Meskipun teknik pengumpulan

data adalah dengan studi kepustakaan, namun seperti yang telah disebutkan bahwa

pengumpulan data melalui juga wawancara sebagai pelengkap data.

15 Johanes Gunawan, Diktat Perkuliahan – Metode Penelitian dan Penulisan Hukum,
Bandung:UNPAR,2010,hlm.4
16 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada,2011,hlm.24
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Bahan hukum primer, sekunder dan tertier dalam penelitian ini, adalah :

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan

merupakan landasan utama untuk dipakai dalam penelitian ini, yaitu ,

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi,

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan

Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak

Asasi Manusia, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam hal ini yang

digunakan adalah berbagai buku yang berhubungan dengn hukum hak

asasi manusia, khususnya hak privasi, dan buku yang berhubungan

dengan hukum telekomunikasi, serta berbagai literature yang berkaitan.

c) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder.

I.5. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian skripsi ini dibagi menjadi lima bab. Adapun

pembagian tersebut bertujuan agar lebih sistematis dan mudah dalam memahami

setiap pembahasan. Tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang menjelaskan

komponen-komponen dari permasalahan.

Bab I : Bab ini merupakan bab pendahuluan, dimana di dalamnya

dipaparkan latar belakang permasalahan yang akan dibahas. Bab ini akan dirinci

lagi menjadi sub-bab yang meliputi, identifikasi masalah, tujuan penelitian,

metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Call Data Record Dalam

Lingkup Telekomunikasi. Kemudian akan diuraikan tentang pengantar, pengetian

telekomunikasi pada umumnya serta unsur dari telekomunikasi, sejarah dan

perkembangan telekomunikasi, asas-asas dalam telekomunikasi, penyelenggaraan
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telekomunikasi sebagai bagian dari penyelenggaraan sistem elektronik dan juga

pengertian serta pengaturan Call Data Record.

Bab III : Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hak privasi sebagai hak

asasi manusia. Kemudian akan diuraikan mengenai pengantar, pengertian hak

privasi pada umumnya, sejarah dan perkembangan hak privasi, pengertian dan

konsep hukum tentang data pribadi, ketentuan hukum mengenai perlindungan

privasi data pribadi di beberapa negara, serta perlindungan privasi data/atau

informasi pribadi di Indonesia

Bab IV : Dalam bab ini akan diuraikan tentang analisis mengenai

kebijakan perusahaan telekomunikasi mengenai Call Data Record sebagai data

pribadi pelanggan. Kemudian akan diuraikan mengenai kasus Call Data Record,

PT. Telkomsel Indonesia, tinjauan terhadap kebijakan-kebijakan operator terkait

dengan Call Data Record yang dihubungkan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, serta implikasi peraturan tentang kerahasiaan Call Data

Record dihubungkan dengan perlindungan hak asasi manusia terhadap hak privasi

pelanggan.

Bab V : Dalam bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan

beberapa saran dari seluruh pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan

ini.
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